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Sebagai program pengalihan aset dari milik negara menjadi milik swasta, Privatisasi
BUMN di Indonesia merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat
kontroversial karena disinyalir berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat
pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, Kriteria
BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis
lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pangaturan privatisasi BUMN dalam UU
BUMN dan bagaimana hukum privatisasi BUMN perpektif konsep kepemilikan dan
peran negara dalam perekonomian perspektif doktrin ekonomi Islam. Selanjutnya,
akan dikaji apakah persamaan dan perbedaan antara hukum privatisasi BUMN
perspektif UU BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam. Penelitian kualitatif ini
melakukan penggalian bahan hukum melalui studi pustaka (library research)
terhadap Undang-undang BUMN, buku-buku terkait privatisasi BUMN, dan konsep
kepemilikan dan peran negara dalam doktrin ekonomi Islam.

Tidak semua BUMN dapat diprivatisasi, baik menurut UU BUMN dan Doktrin
Ekonmi Islam. Hanya saja,spesifikaisnya berbeda. BUMN yang dapat diprivatisasi
dalam UU BUMN hanyalah BUMN Persero yang memenuhi kriteria dalam Pasal 76
UU BUMN, sedangkan BUMN vyang tidak boleh diprivatisasi adalah BUMN yang
dilarang sebagaimana dalam Pasal 77 UU BUMN.

Doktrin Ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yakni kepemilikan
negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan pribadi. Negara harus berperan sebagai
pengelola untuk menjamin kebutuhan masyarakat, terutama aset yang seharusnya
menjadi kepemilikan umum. Kepemilikan umum berarti milik seluruh masyarakat.
Berpedoman pda sebuah kaidah fighiyah, bahwa status hukum industri mengikuti apa
yang diproduksinya. Maka, BUMN yang memproduksi barang yang tergolong milik
umum/selurun masyarakat tidak boleh diprivatisasi karena akan dimiliki oleh
segelintir pihak pemilik saham. Hal ini meliputi perusahaan pertambangan dan
fasilitas umum. Dalam konteks pertambangan, kedua sumber hukum tersebut sama-
sama melarang adanya privatisasi. Privatisasi pertambangan atau sumber daya alam
tidak perbolehkan dalam Pasal 76 UU BUMN. Hal ini untuk melindungi keadilan
distribusi kepemilikan terhadap aset milik masyarakat yang seharusnya dikelola
negara. Begitu jugan dengan privatisasi aset startegis yang menguasai hajat hidup
orang banyak juga tidak diperbolehkan. Dalam Islam, untuk kategori yang terakhir
ini  termasuk dalam fasilitas umum yang menjadi kepemilikan umum.
Konsekuensinya, perusahaan sektor ini tidak boleh diprivatisasi.



